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Perkembangan Sewa Guna Usaha (Leasing) di Indonesia sangat pesat karena 
sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penunjang perekonomian dan perdagangan 
yang dalam pelaksanaanya dibuat dalam bentuk perjanjian baku guna memenuhi 
transaksi bisnis yang cepat dan efesien. Namun kondisi leasing yang demikian, tidak 
didukung pula dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara khusus, 
jelas dan rinci. Sehingga penyusunan klausula perjanjian leasing yang dibuat dalam bentuk 
perjanjian baku oleh lessor hanya berorientasi pada asas-asas perjanjian terutama asas 
kebebasan berkontrak yang justru sering disalah artikan oleh lessor menjadi kebebasan 
yang tanpa batas untuk menekan lessee. Klausula-klausula dalam perjanjian leasing yang 
dibuat oleh lessor sebagai pihak yang kedudukan ekonominya lebih kuat, kadang hanya 
berorientasi pada perlindungan kepentinganya semata sehingga sering bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana klausula pasal 10 dan pasal 11 
perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh PT.Verena Multi Finance Tbk. 
Namun demikian perjanjian yang dibuat tetap sah akan tetapi klausula yang bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan adalah batal demi hukum. Kondisi lessee yang 
sering dan banyak dirugikan akibat perjanjian baku yang dibuat oleh lessor tersebut 
memerlukan perlindungan hukum, namun demikian tidak boleh perlindungan hukum 
yang diberikan kepada lessee justru akan melemahkan atau mematikan usaha lessor.  
Kata Kunci: Perlindungan Hukum Terhadap Lessee dan Akibat Hukumnya. 
 
Abstract  
Developments for Lease (Leasing) in Indonesia is very fast because it is needed by 
the community to support the economy and the implementation of trade agreements made 
in the form of raw materials in order to meet business transactions quickly and efficiently. 
However, such a lease condition, is not supported by the laws that govern specifically, 
clearly and in detail. So the clause drafting lease agreements that were made in the form of 
standard contract by the lessor only oriented principles, especially the principle of freedom 
of contract agreement that is often misunderstood by the lessor to the unlimited freedom 
   
 
to suppress the lessee. Clauses in the lease agreements made by the lessor as the party 
stronger economic position, sometimes just oriented importance protection alone so often 
at odds with the legislation, as the clauses of article 10 and article 11 of the agreement 
made by the consumer finance PT.Verena multi Finance Tbk. However, an agreement was 
made is still valid but the clauses are contrary to the laws and regulations are null and void. 
Conditions lessee frequently and many losers from standard contract made by the lessor 
requires the protection of the law, however, should not be granted legal protection to the 
lessee will weaken or deadly venture lessor. 
 
Keywords: Legal Protection Against Lessee and Consequences statute. 
 
A. Pendahuluan  
Sebagai dampak pertumbuhan 
ekonomi dan kemajuan teknologi yang terus 
meningkat maka daya beli masyarakat 
terhadap suatu barang juga akan naik. 
Demikian juga daya beli masyarakat terhadap 
kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana 
trasportasi. Bagi masyarakat yang bermodal 
cukup atau mampu, akan membeli barang 
secara tunai tetapi bagi mereka yang bermodal 
terbatas atau bahkan tidak mempunyai modal 
sama-sekali dapat memperoleh barang modal 
yang dibutuhkan dari Lembaga Pembiayaan 
melalui Perusahaan Pembiayaan dengan cara 
Sewa Guna Usaha (Leasing). Di Indonesia 
peraturan perundang-undangan saat ini yang 
menjadi dasar hukum pelaksanaan Sewa Guna 
Usaha (Leasing) adalah Peraturan Presiden 
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga 
Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 100/PMK.010/2009 tentang 
Perusahaan Pembiayaan, Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 
tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) 
dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
634/KMK.013/1990 tentang Pengadaan 
Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan 
Sewa Guna Usaha (Perusahaan Leasing). 
Namun demukian, peraturan 
perundang-undangan yang menjadi dasar 
hukum berlakunya Leasing di Indonesia hanya 
mengatur hal-hal yang sekurang-kurangnya 
harus terdapat dalam klausula perjanjian, akan 
tetapi tidak mengatur secara rinci bagaimana 
para pihak pelaku leasing menentukan bentuk 
perjanjian, apa yang harus dilakukan dan 
klausul-klausul apa saja yang boleh dan tidak 
boleh dicantumkan. Demikian pula Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (yang 
selanjutnya disebut KUHPerdata) tidak 
mengenal adanya istilah perjanjian Leasing 
sehingga dikatagorikan sebagai perjanjian tak 
bernama atau onbenoemde overeenkomst 
   
 
(innominat)1. Namun demikian  buku III 
KUHPerdata adalah menganut sistem terbuka, 
artinya adanya kebebasan yang seluas-luasnya 
kepada masyarakat untuk mengadakan 
perjanjian yang berisi apa saja dan dengan 
siapa saja, asalkan tidak melanggar hukum, 
ketertiban umum dan kesusilaan2. 
Dalam pembuatan perjanjian leasing di 
Indonesia kemudian dilaksanakan dengan 
berdasarkan pada ketentuan Pasal 1338 Ayat 1 
KUHPerdata yang menyatakan: “Semua 
persetujuan yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya”. Ketentuan Pasal 1338 Ayat 1 
KUHPerdata ini kemudian dikenal dengan 
Asas Kebebasan Berkontrak yang dalam 
bahasa asing disebut contracts vrijheid, contracteen 
vrijheid, partij autonomie atau dalam bahasa 
Inggris disebut juga dengan freedom of contrac 
yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa 
setiap orang pada dasarnya boleh dan bebas 
untuk membuat suatu perjanjian sesuai 
dengan kehendak dan kepentingan mereka. 
Namun demikian asas kebebasan berkontrak 
juga bukan merupakan satu-satunya asas yang 
terdapat dalam perjanjian.  
                                                          
1 Mariam Darus Badrulzaman, dkk, 
Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2001, hlm. 67. 
2 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, 
Jakarta, 1998, hlm. 13. 
Seiring dengan perkembangan 
dibidang ekonomi dan perdagangan yang 
semakin tumbuh pesat dengan diikuti 
transaksi bisnis yang tinggi, maka masyarakat 
menuntut untuk membuat perjanjian cepat, 
efesien dan efektif. Dari tuntutan untuk 
membuat perjanjian yang cepat, efesien dan 
efektif inilah kemudian timbul istilah 
perjanjian/kontrak baku atau kontrak standar 
(standard contract) yaitu suatu kontrak tertulis 
yang dibuat oleh salah satu pihak, bahkan 
sering kali kontrak tersebut sudah tercetak 
dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh 
salah satu pihak yang dalam hal ini ketika 
kontrak tersebut ditandatangani umumnya 
para pihak hanya mengisikan data-data 
informatif tertentu saja dengan sedikit atau 
bahkan tanpa perubahan dalam klausula-
klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak 
tersebut tidak mempunyai kesempatan atau 
sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau 
mengubah klausula-klausula yang sudah 
dibuat oleh salah satu pihak tersebut3.  
Dalam klausula perjanjian baku yang 
dibuat secara sepihak oleh lessor, kadang juga 
dibuat dengan menggunakan font huruf kecil 
sehingga lessee  akan malas untuk membaca, 
tentunya perjanjian tersebut akan lebih 
                                                          
3Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut 
Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua, Citra 
Aditya Bakti, Bandung,2003, hlm. 76.  
   
 
menguntungkan bagi pembuatnya sehingga 
dapat menimbulkan keadaan yang tidak 
seimbang antara lessor dengan lessee. Lessor 
sebagai pemilik modal akan mempunyai 
kedudukan yang lebih kuat akan 
mengimplementasikan asas kebebasan 
berkontrak sebagai kebebasan tanpa batas 
dalam merumuskan klausula-klausula apa saja 
yang harus dicantumkan dalam perjanjian 
baku yang dibuatnya. Bahkan sering kali 
klausula yang dirumuskan oleh lessor ini 
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang ada. Lessor biasanya juga akan 
berusaha memaksakan kehendak untuk 
menekan lessee guna melindungi dan lebih 
memberikan jaminan keamanan barang modal 
yang dikeluarkanya. Lessee hanya memiliki 
pilihan menerima atau menolak perjanjian 
baku yang disodorkan kepadanya, dalam hal 
demikian posisi lessee adalah sangat lemah 
karena sebagai pihak yang membutuhkan. 
Meskipun tahu dalam posisi lemah akan tetapi 
lessee tidak punya piliahan lain selain 
menyetujui walaupun dengan berat hati karena 
sangat membutuhkan barang modal dari lessor. 
Ketika perjanjian tersebut ditandatangani 
maka asumsinya adalah lessee telah bersedia 
memikul beban dan tanggung jawab sebagai 
mana tercantum dalam klausula perjanjian 
baku tersebut. 
Sebagai contoh, klausula baku yang 
sangat merugikan adalah dalam perjanjian 
pembiayaan konsumen PT Verena Multi  
Finance Tbk dengan debiturnya, dalam Pasal 
10 ditentukan: 
Semua piutang KREDITUR tehadap 
DEBITUR berdasarkan PERJANJIAN ini 
dan perjanjian lainya diantara DEBITUR 
dan KREDITUR dapat dialihkan oleh 
KREDITUR kepada pihak lain siapapun 
adanya dan DEBITUR dengan ini 
memberikan persetujuan dimuka atas 
pengalihan tersebut, tanpa diperlukan 
suatu pemberitahuan resmi atau dalam 
bentuk atau cara lain apapun juga. Dengan 
adanya pengalihan tersebut, maka seluruh 
hak KREDITUR yang timbul karena 
PERJANJIAN ini beralih secara mutlak 
kepada pihak yang menerima pengalihan 
dimaksud tanpa kecuali apapun. 
 
Demikian juga Pasal 11 yang menentukan: 
Semua kuasa tersebut didalam akta ini 
bersifat tetap dan tidak dapat ditarik 
kembali, serta tidak berakhir karena sebab-
sebab yang tercantum dalam pasal 1813 
KUHPerdata, maupun karena 
alasan/sebab apapun, selama DEBITUR 
masih mempunyai hutang kepada 
KREDITUR, atau belum memenuhi 
semua kewajibanya terhadap 
KREDITUR. 
Berdasarkan pemaparan tersebut, 
maka permasalahan yang dirumuskan untuk 
dapat dilakukan pembahasan dalam artikel ini 
adalah bagaimana kesesuaian klausula yang 
terdapat dalam pasal 10 dan pasal 11 
perjanjian pembiayaan konsumen oleh PT. 
   
 
Verena Multi Finance Tbk menurut  
KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 8 




1. Analisis Terhadap Asas-Asas 
Perjanjian dalam KUHPerdata 
 Pengertian “asas” atau “prinsip” yang 
dalam bahasa Belanda disebut “benginsel” 
atau “principle” (bahasa Inggris) atau dalam 
bahasa Latin disebut “principium” (“primus” 
artinya pertama dan “capere” artinya 
mengambil atau menangkap), secara leksikal 
berarti sesuatu yang menjadi dasar tumpuan 
berfikir atau bertindak atau kebenaran yang 
menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan 
sebagainya4.  
 Bellefroid berpendapat bahwa, asas 
hukum umum adalah norma dasar yang 
dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh 
ilmu hukum tidak dianggap berasal dari 
aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum 
umum itu merupakan pengendapan hukum 
positif dalam suatu masyarakat5. Sedangkan 
Sudikno sendiri berpendapat bahwa asas 
                                                          
4 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian 
Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, 
Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 21. 
5 Sudikno Martokusumo, Mengenal Hukum 
(Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1991, 
hlm.32. 
hukum atau prinsip hukum bukanlah 
peraturan hukum konkrit, melainkan 
merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya 
atau merupakan latar belakang dari peraturan 
yang konkrit yang terdapat dalam dan 
dibelakang setiap sistim hukum yang terjelma 
dalam peraturan perundang-undangan dan 
putusan hakim yang merupakan hukum positif 
dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-
sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut6.  
 Asas-asas hukum ini bersifat sangat 
umum dan menjadi landasan berfikir, yaitu 
dasar idiologis aturan-aturan hukum. Beberapa 
asas tersebut bersifat samar-samar dan dengan 
upaya yang sangat keras dapat dipahami dan 
diuraikan secara jelas. Asas hukum merupakan 
sumber bagi sistem hukum yang memberi 
inspirasi mengenai nilai-nilai etis, moral dan 
sosial masyarakat. Dengan demikian, asas 
hukum sebagai landasan norma menjadi alat 
uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti 
norma hukum tersebut pada akhirnya harus 
dapat dikembalikan pada asas hukum yang 
menjiwainya7. Sedangkan pada asas-asas 
hukum kontrak, pada dasarnya tidak terpisah 
satu dengan lainya, namun dalam berbagai hal 
saling mengisi dan melengkapi. Dengan kata 
lain masing-masing asas tidak berdiri dalam 
                                                          
6 Ibid, h.33. 
7 Agus Yudha Hernoko, Op Cit, hlm.103. 
   
 
kesendirianya, tetapi saling melingkupi dan 
melengkapi keberadaan suatu kontrak8.  
 Mariam Darus Badrulzaman, dalam 
disertasinya yang berjudul “Perjanjian Kredit 
Bank” berpandangan bahwa dalam hubungan 
bank-nasabah, menempatkan nasabah pada 
posisi yang lemah sehingga perlu dilindungi 
melalui campur tangan pemerintah terhadap 
substansi perjanjian kredit bank. 
 Sri Gambir Melati Hatta, dalam 
disertasinya “Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak 
Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap 
Mahkamah Agung Indonesia”, menyimpulkan 
bahwa asas keseimbangan juga dipahami 
sebagai keseimbangan kedudukan posisi tawar 
para pihak dalam menentukan hak dan 
kewajibanya dalam perjanjian. Ketidak 
seimbangan posisi menimbulkan ketidak 
adilan, sehingga perlu intervensi pemerintah 
untuk melindungi pihak yang lemah melalui 
penyeragaman syarat-syarat perjanjian. 
 Ahmadi Miru, dalam disertasinya 
“Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi 
Konsumen di Indonesia”, menyimpulkan bahwa 
keseimbangan antara konsumen-produsen 
dapat dicapai dengan meningkatkan 
perlindungan terhadap konsumen karena 
posisi produsen lebih kuat dibandingkan 
dengan konsumen.  
                                                          
8 Ibid, hlm.104. 
 Herlien Budiono, dalam disertasinya 
“Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian 
Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-
Asas Wigati Indonesia”, menyimpulkan bahwa 
baik asas-asas hukum kontrak yang hidup 
dalam kesadaran hukum Indonesia (semangat 
gotong royong, kekeluargaan, rukun, patut, 
pantas dan laras) sebagaimana yang tercermin 
dalam hukum adat maupun asas-asas hukum 
modern (asas consensus, asas kebebasan 
berkontrak) sebagaimana yang ditemukan 
dalam perkembangan hukum kontrak Belanda 
dalam perundang-undangan, praktik hukum 
dan yurisprudensi, bertemu dalam satu asas, 
yaitu asas keseimbangan9. 
  Agus Yudha Hernoko, dalam 
disertasinya “Hukum Perjanjian Asas 
Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial”, 
mengunakan istilah Asas Proporsionalitas 
dalam kontrak yang diartikan sebagai asas 
yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban 
para pihak sesuai porsinya atau bagianya. Asas 
proporsionalitas tidak mempermasalahkan 
keseimbangan (kesamaan) hasil, namun lebih 
menekankan proporsi pembagian hak dan 
kewajiban diantara para pihak10. Keadilan 
dalam berkontrak lebih termanifestasi apabila 
pertukaran kepentingan para pihak 
terdistribusi sesuai dengan hak dan 
                                                          
9 Agus Yudha Hernoko, Op Cit, h.27-29. 
10 Ibid, h.32. 
   
 
kewajibanya secara proporsional. Keadilan 
tidak selalu berarti semua orang harus selalu 
mendapat sesuatu dalam jumlah yang sama, 
tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan 
yang secara obyektif ada pada setiap individu 
atau para pihak dalam perjanjian.  
 Ketidak seimbangan dalam klausula 
perjanjian baku yang dibuat oleh lessor yang 
berkedudukan lebih kuat, sering kali nilai 
keadilan dalam perjanjian tersebut diabaikan 
karena lessor lebih menonjolkan hak-haknya 
dan menekankan kewajiban lessee. Dalam hal 
yang demikian, nampak bahwa unsur keadilan 
khususnya keadilan distributive yang 
menghendaki adanya keseimbangan antara 
kepentingan-kepentingan setiap orang 
sehingga setiap orang tersebut mendapat apa 
yang menjadi hak atau jatahnya sesuai jasa 
atau kemampuanya sebagaimana pendapat 
Aristoteles, sebagai tujuan hukum tidak 
dipertimbangkan dalam penyusunan klausula 
dan pelaksanaan perjanjian baku tersebut. 
 Sewa Guna Usaha (Leasing) khususnya 
Financial Lease yang pada dasarnya untuk 
membantu dan sebagai jalan keluar bagi 
mereka yang kurang mampu untuk 
memperoleh barang modal, sebagai wujud 
keadilan yang berwatak kebajikan (virtue) 
ternyata menjadi bentuk pengingkaran dari 
keadilan itu sendiri karena klausula-klausula 
yang terdapat dalam perjanjian baku tersebut 
lebih menjamin hak salah satu pihak yaitu 
lessor sebagai pihak yang membuat perjanjian 
dan kedudukan ekonominya lebih kuat dalam 
mewujudkan kebebasan berkontrak menurut 
pemahamanya sendiri yang tanpa batas, tanpa 
memperhatikan asas-asas hukum perjanjian 
yang lain secara benar. Oleh karena itu, dalam 
praktik dan perkembanganya keadilan 
dikoreksi dan disandingkan dengan “equity” 
(kepatutan). Equity tidak bermaksud 
mengubah atau mengurangi keadilan, 
melainkan sebatas memberikan koreksi dan 
atau melengkapi dalam keadaan individu 
tertentu, kondisi serta kasus tertentu11 
2. Analisis Klausula Baku Menurut UU 
No.8 Tahun 1999  
  Syarat sahnya perjanjian telah diatur 
dalam Bab IV buku III KUHPerdata Pasal 
1320, undang-undang memberikan hak 
kepada setiap orang untuk secara bebas 
membuat dan melaksanakan perjanjian 
sepanjang keempat unsur tersebut terpenuhi. 
Dengan kata lain bahwa, pada dasarnya 
perjanjian yang dibuat haruslah berdasarkan 
kesepakatan bebas antara dua pihak atau lebih 
yang cakap untuk melakukan perbuatan 
hukum (memenuhi syarat subyektif) untuk 
melakukan suatu prestasi yang tidak 
bertentangan dengan aturan hukum yang 
                                                          
11 Ibid, hlm.66. 
   
 
berlaku, kepatutan, kesusilaan, ketertiban 
umum, serta kebiasaan yang berlaku dalam 
masyarakat luas (memenuhi syarat obyektif)12. 
 Berkaitan dengan perjanjian leasing 
yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku dan 
masih sangat dibutuhkan sebagai bentuk 
perjanjian tak bernama karena tidak diatur 
secara khusus dalam KUHPerdata tetapi 
terdapat dalam masyarakat yang menghendaki 
transaksi bisnis cepat, efesien dan efektif, 
apalagi jika dikaitkan dengan prinsip bahwa 
“waktu adalah uang”; Salah satu ciri perjanjian 
baku adalah klausula-klausulanya telah dibuat 
dan ditentukan oleh salah satu pihak yang 
lebih dominan, hal tersebut akan sangat 
merugikan pihak yang kurang dominan. 
Dalam perjanjian baku juga sudah tidak 
mungkin lagi untuk melakukan negosiasi atau 
tawar-menawar, pihak yang kurang dominan 
hanya memiliki pilihan untuk menerima atau 
menolak isi perjanjian sehingga tidak atau 
kurang mencerminkan adanya kesepakatan 
bebas dari kedua belah pihak. Namun 
demikian tidaklah dapat dikatakan bahwa 
kesepakatan tersebut digolongkan sebagai 
kesepakatan yang cacat kehendak dan 
bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 
                                                          
12 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 
Hukum tentang Perlindungan Konsumen, 
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, 
hlm.53. 
KUHPerdata. Hal tersebut dikarenakan lessee 
masih mempunyai hak dan pilihan untuk 
menyetujui atau menolak perjanjian yang 
diajukan oleh lessor kepadanya. 
 Peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang klausula baku adalah 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen, dimana 
dalam Pasal 1 butir (10) menentukan: 
Klausula baku adalah setiap aturan atau 
ketentuan dan syarat-syarat yang telah 
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih 
dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha 
yang dituangkan dalam suatu dokumen 
dan/atau perjanjian yang mengikat dan 
wajib dipenuhi oleh konsumen. 
 
 Sedangkan Undang-undang 
Perlindungan Konsumen tidak mengenal dan 
memberikan definisi tentang perjanjian baku 
itu sendiri. Mariam Darus mengartikan 
perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya 
dibakukan dan dituangkan dalam bentuk 
formulir-formulir. 
 Sutan Remi mengistilahkan dengan 
perjanjian standar, sebagai perjanjian yang 
hampir seluruh klausul-klausulnya 
distandarkan oleh pemakainya dan pihak yang 
lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang 
untuk merundingkan atau meminta 
perubahan. Adapun yang belum distandarkan 
hanya beberapa hal, misalnya; yang 
menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, 
   
 
tempat dan beberapa hal yang spesifik dari 
obyek yang diperjanjikan. Sjahdeni 
menekankan yang distandarkan bukan 
formulir perjanjian tersebut, melainkan 
klausul-klausulnya. 
 Ketentuan pencantuman klausula 
baku oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur 
dalam Bab V yang hanya terdiri atas satu 
pasal, yaitu pasal 18. Pasal 18 Ayat 1 
selengkapnya menentukan: 
Pelaku usaha dalam menawarkan barang 
dan/atau jasa yang ditujukan untuk 
diperdagangkan dilarang membuat atau 
mencantumkan klausula baku pada setiap 
dokumen dan/atau perjanjian apabila: 
a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab 
pelaku usaha; 
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak 
menolak penyerahan kembali barang yang 
dibeli konsumen; 
c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak 
menolak penyerahan kembali uang yang 
dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang 
dibeli oleh konsumen; 
d. Menyatakan pemberian kuasa dari 
konsumen kepada pelaku usaha baik 
secara langsung maupun tidak langsung 
untuk melakukan segala tindakan sepihak 
yang berkaitan dengan barang yang dibeli 
oleh konsumen secara angsuran; 
e. Mengatur perihal pembuktian atas 
hilangnya kegunaan barang atau 
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh 
konsumen; 
f. Member hak kepada pelaku usaha untuk 
mengurangi manfaat jasa atau mengurangi 
harta kekayaan konsumen yang menjadi 
obyek jual beli jasa; 
g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada 
peraturan yang berupa aturan baru, 
tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan 
lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku 
usaha dalam masa konsumen 
memanfaatkan jasa yang dibelinya; 
h. Menyatakan bahwa konsumen member 
kuasa kepada pelaku usaha untuk 
membebankan hak tanggungan, hak gadai, 
atau hak jaminan terhadap barang yang 
dibeli oleh konsumen secara angsuran. 
 Dengan demikian, pada dasarnya 
Undang-undang tentang Perlindungan 
Konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk 
membuat perjanjian baku yang klausula-
klausulanya telah ditetapkan terlebih dahulu 
oleh salah satu pihak sepanjang perjanjian 
baku tersebut tidak mencantumkan atau 
memuat klausula sebagaimana  yang dilarang 
dalam Pasal 18 Ayat (1).  
  Selanjutnya Pasal 18 Ayat (2) 
menentukan: “Pelaku usaha dilarang 
mencantumkan klausula baku yang letak dan 
bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca 
secara jelas, atau yang pengungkapanya sulit 
dimengerti”. Pelanggaran terhadap ketentuan 
Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) maka Pasal 18 
Ayat (3) Undang-undang Perlindungan 
Konsumen menentukan bahwa klausula 
tersebut batal demi hukum. Atas kebatalan 
demi hukum tersebut maka Pasal 18 Ayat (4) 
mewajibkan para pelaku usaha untuk 
menyesuaikan klausula baku yang 
   
 
bertentangan dengan Undang-undang 
Perlindungan Konsumen. 
  Jika ada yang perlu dikhawatirkan 
dengan kehadiran perjanjian baku, tidak lain 
karena dicantumkanya klausula eksonerasi 
(exemption clause) dalam perjanjian tersebut. 
Klausula eksonerasi adalah klausula yang 
mengandung kondisi membatasi, atau bahkan 
menghapus sama sekali tanggung jawab yang 
semestinya dibebankan kepada pihak 
produsen/penyalur produk (penjual)13. 
Klausula oksonerasi banyak ditemukan dalam 
perjanjian baku sebagai klausula tambahan, 
kadang juga dibuat terpisah dari perjanjian 
yang ada dengan menggunakan font huruf kecil 
sehingga sering kali lessee akan malas untuk 
membacanya atau tidak mengetahui adanya 
klausula eksonerasi itu sendiri. Namun 
demikian tidak semua perjanjian baku terdapat 
klausula eksonerasi. 
  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen juga 
tidak mengenal adanya istilah klausula 
eksonerasi, yang ada adalah klausula baku 
sebagai mana terdapat dalam Pasal 1 butir (10) 
yang hanya menekankan pada prosedur 
pembuatanya yang bersifat sepihak bukan 
menjelaskan mengenai isinya. Sedangkan 
klausula eksonerasi tidak sekedar 
                                                          
13 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen 
Indonesia, Grasindo, Jakarta, 200, hlm.120. 
mempersoalkan prosedur pembuatanya, 
melainkan juga isinya yang bersifat pengalihan 
kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha. 
Dengan demikian klausula baku tidaklah sama 
dengan klausula eksonerasi.  
  Secara umum, klausula eksonerasi 
tidak dikenal dalam peraturan perundang-
undangan sehingga ketentuan yang membatasi 
klausula eksonerasi adalah Pasal 1337 
KUHPerdata, yang menentukan bahwa: 
“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang 
oleh undang-undang, atau apabila berlawanan 





 Klausula yang terdapat dalam Pasal 10 
Perjanjaan Pembiayaan Sewa Guna Usaha 
(Leasing) oleh PT.Verena Multi Finance Tbk 
dengan lesseenya yang menentukan pengalihan 
piutang dari cident (lessor lama) kepada cessionaris 
(lessor baru) tanpa memberitahukanya kepada 
cessus (lessee) adalah bertentangan dengan 
ketentuan Pasal 613 KUHPerdata khususnya 
Ayat (2) dan Ayat (3) yang mengharuskan 
adanya pemberitahuan atau persetujuan 
adanya cessie kepada cessus (lessee). Demikian 
juga ketentuan Pasal 11 perjanjian tersebut, 
dimana kuasa yang diberikan oleh lessee kepada 
lessor tidak dapat berakhir dan dicabut kembali 
   
 
adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 
1813 dan Pasal 1814 KUHPerdata yang 
menentukan sebab-sebab berakhirnya 
pemberian kuasa oleh pemberi kuasa serta 
bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf d 
UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen yang melarang pemberian kuasa 
untuk melakukan tindakan sepihak terkait 
barang yang dibeli secara angsuran. 
 Ketentuan klausula Pasal 10 dan Pasal 
11 yang dibuat oleh PT.Verena Multi Finance 
Tbk karena bertentangan dengan undang-
undang, maka akibat hukumnya adalah 
klausula tersebut “batal demi hukum”, dan 
ketentuan klausula tersebut dianggap tidak 
pernah ada sehingga tidak mempunyai akibat 
hukum apapun dan mengikat siapapun. 
2. Saran 
(i) Untuk lebih mewujudkan kepastian dan 
perlindungan hukum terhadap para pihak 
dalam perjanjian sewa guna usaha (leasing) 
hendaknya ada undang-undang tersendiri 
yang mengatur secara khusus tentang sewa 
guna usaha (leasing) yang memberikan 
pengaturan secara rinci dan sebagai 
pedoman bagi para pihak untuk menyusun 
klausula-klausula apa saja yang seharusnya 
boleh dan tidak boleh dicantumkan serta 
sanksi hukum yang tegas terhadap para 
pihak apabila perjanjian tersebut 
bertentangan dengan undang-undang, 
kesusilaan baik dan ketertiban umum. 
(ii) Sebelum undang-undang yang mengatur 
sewa guna usaha (leasing) terbentuk, 
perjanjian sewa guna usaha (leasing) 
seharusnya dibuat oleh notaris agar bisa 
memperikan pertimbangan hukum 
terhadap para pihak, atau dalam bentuk 
perjanjian baku yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah sebagaimana perjanjian yang 
obyeknya hak atas tanah untuk menjamin 
keseimbangan, kepastian hukum dan 
keadilan para pihak. Hal tersebut 
didasarkan atas pertimbangan bahwa jasa 
sewa guna usaha (leasing) telah  menyentuh 
hampir seluruh lapisan masyarakat 
sehingga pemerintah harus turun tangan 
untuk jaminan kepastian hukum dan rasa 
keadilan dalam masyarakat.  
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